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Abstract

Laws and regulations on employment were often seen as a burden in employment creation and inviting new investor. This article argued that such situation occurred not because the spirit of the law was pro-workers. On the contrary, such situation occurred because the capital owner, in sophisticated ways, could hold and even increased efficiency and capital accumulation. The evidences showed that employment situation in Indonesia faced a fundamental change, as a result of global production restructurization. This phenomenon resulted in highly fragmented labor, massive employment lost, and informalization job relation. Eventually, they will lead to a situation where workers are getting to loose their collectivity and bargaining position. 

Pengantar

Di tengah situasi perekonomian dan ketenagakerjaan yang masih suram, terasa semakin jamak pendapat yang menyatakan bahwa buruh dan kebijakan pemerintah yang lebih proburuh merupakan penyebab keengganan investor baru untuk menanamkan modalnya dan bahkan telah menyebabkan dicabutnya investasi
 oleh pemiliknya untuk pergi mencari lahan baru yang lebih produktif serta memberikan keuntungan. Pendapat tersebut bahkan telah menjadi salah satu pertimbangan kunci bagi penyusunan kebijakan dan program penciptaan dan perluasan kesempatan kerja yang ramah pasar yang fokus utamanya adalah ‘membenahi’ kebijakan perburuhan yang dianggap tidak ramah pasar
.

Tulisan ini merupakan pengembangan dari tanggapan penulis terhadap kertas kebijakan BAPPENAS tentang kebijakan pasar kerja
. Kertas kebijakan itu dipilih sebagai pijakan mengingat kajian BAPPENAS tersebut dapat sangat berpengaruh terhadap penyusunan dan implementasi kebijakan perburuhan. Pada intinya kajian tersebut  berangkat dari pendapat bahwa UU Ketenagakerjaan 13/2003 yang kurang mempertimbangkan perluasan lapangan kerja terutama disebabkan oleh ketentuan-ketentuan menyangkut upah, pemutusan hubungan kerja, pesangon, dan pembatasan kerja kontrak. Kajian tersebut juga berpijak pada kenyataan adanya kecenderungan internasional dalam hubungan perburuhan yang diarahkan pada desentralisasi serta pada anggapan bahwa negara masih terlalu ikut campur dalam urusan antara modal dengan buruh sehingga perlu dikurangi. 

Sebenarnya, argumentasi dan sanggahan terhadap pendapat tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung juga banyak disuarakan oleh serikat buruh dan kelompok pembela buruh
, akan tetapi gemanya tidak mampu mengimbangi gaung pendapat yang cenderung menyalahkan buruh dan kebijakan yang berpihak pada buruh. 

Tulisan ini hendak memperkuat sanggahan terhadap pendapat yang menyalahkan kebijakan yang pro-buruh sebagai penyebab sulitnya penciptaan kesempatan kerja, melalui rangkaian argumentasi bagaimana kebijakan perburuhan memang menghambat perluasan kesempatan kerja bukan karena isi dan semangatnya yang memihak buruh, akan tetapi justru disebabkan oleh kecanggihan perilaku dan strategi modal dalam mempertahankan dan meningkatkan efisiensi serta akumulasi keuntungan melalui reorganisasi proses kerja.

Kerangka pikir yang  memberi kerangka pada argumen tersebut adalah pemahaman bahwa dunia kerja di Indonesia, sebagaimana yang juga terjadi di seluruh penjuru dunia, sedang mengalami perubahan mendasar sebagai akibat dari restrukturisasi produksi global yang menghasilkan fragmentasi buruh yang tinggi. Ronaldo Munck mencatat bahwa reorganisasi kerja sebagai ikutan dari restrukturisasi produksi yang berorientasi pada efisiensi dan peningkatan produktivitas membawa dampak tidak hanya pada hilangnya kesempatan kerja secara masif, tetapi  -- terutama di negara berkembang -- juga mengubah makna kerja yang sebenarnya dan menurunkan kohesi sosial (Rodriguez, 2004:3). Hasil lain dari restrukturisasi global tersebut adalah makin informalnya hubungan kerja, tersamarkannya sosok majikan dan sosok buruh, makin pendeknya masa kerja buruh, serta makin tingginya ketidakamanan kerja dan keberlangsungan kerja (job insecurity & job sustainability).  Kesemuanya itu membawa akibat pada makin pudarnya kolektivitas buruh dan makin lemah posisi serta kekuatan tawarnya.

Di tengah situasi restrukturisasi semacam itulah rangkaian kebijakan perburuhan Indonesia terbaru dalam paket UU Perburuhan (UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh 21/2000, UU Ketenagakerjaan 13/2003, UU Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 2/2004) dibuat.

Rangkaian argumentasi dalam tulisan ini akan disajikan dalam 2 gugus gagasan dengan urutan sebagai berikut: bagian pertama mempersoalkan perspektif, interpretasi, dan asumsi kajian BAPPENAS terhadap kebijakan perburuhan dan argumen kontra terhadapnya, bagian kedua mencermati perilaku dan strategi modal dalam mereorganisasi kerja yang berdampak pada hilangnya kesempatan kerja. Rangkaian argumen ini ditutup dengan kesimpulan dan catatan tentang hal-hal yang perlu dipikirkan lebih lanjut dalam menyikapi situasi perburuhan yang sedang berubah ini.  

Sebagai acuan diskusi perlu diketahui bahwa bangunan argumentasi dalam tulisan ini didasarkan pada kerja-kerja penelitian penulis dan peneliti perburuhan AKATIGA lainnya terhadap persoalan perburuhan di industri padat karya tekstil, garmen, dan sepatu di pusat-pusat industri utama Bandung, Jabotabek, dan Surabaya.

Mempersoalkan Cara Membaca Kebijakan Perburuhan

Sebelumnya telah digambarkan bagaimana posisi Bappenas dalam memaknai kebijakan perburuhan dan atas dasar posisi tersebut Bappenas menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut tidak ramah pasar. Secara lebih tegas, Bappenas menyatakan bahwa kebijakan perburuhan masih menghambat penciptaan dan perluasan kesempatan kerja sehingga masih perlu dibenahi. Ada tigamasalah mendasar yang akan dipersoalkan mengenai cara kebijakan perburuhan dipahami oleh Bappenas. Pertama, sebagai bagian dari pemerintah, Bappenas melupakan fungsinya menjaga tanggungjawab dan kewajiban konstitusional negara terhadap buruh sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Kesimpulan Bappenas terhadap UU Ketenagakerjaan dengan sangat jelas telah menunjukkan bahwa pendulum kebijakan industri yang dianggap sedang bergerak ke arah yang proburuh hendak dinafikan. Dalam kerangka dimensi sejarah hukum perburuhan, sikap tersebut mempertegas sebuah proses kemunduran kewajiban pemerintah melindungi warga negaranya - dalam hal ini buruh - sebagai pihak yang lemah dalam berhadapan dengan modal. 

Dalam perkembangannya, sejarah hukum perburuhan di Indonesia setidaknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan besar , yang sekaligus juga mencerminkan posisi negara terhadap buruh. Tahap pertama setelah kemerdekaan, negara menegaskan fungsinya sebagai pelindung buruh melalui undang-undang perburuhan yang mengutamakan perlindungan buruh sebagai pihak yang lemah dalam berhadapan dengan modal. Sebagaimana dianalisis oleh Jafar Suryomenggolo, undang-undang perburuhan di awal kemerdekaan sangat kental semangat perlindungannya sebagaimana tercermin dalam UU no.33/1947 tentang kecelakaan, UU no.12/1948 tentang Kerja, UU no. 23/1948 tentang Pengawasan Perburuhan, UU no. 21/1954 tentang Hak Berunding Serikat Buruh, UU no. 22/1954 tentang Hak Mogok Serikat Buruh dan UU no.12/1964 tentang PHK (2004). Seiring dengan perkembangan politik industrialisasi dan investasi negara, yang mengutamakan masuknya investasi asing dengan menjual buruh murah, pendulum kebijakan bergerak ke arah promodal dan perlindungan terhadap buruh dihilangkan. Sejak tahun 1980an, untuk menjamin keamanan berinvenstasi, pemerintah menerapkan pendekatan keamanan untuk meredam dan mencegah aksi-aksi buruh, menempatkan personil militer atau nonmiliter sebagai bagian dari organisasi perusahaan, menempatkan aparat militer sebagai menteri tenaga kerja  dan melegalkan keterlibatan militer dalam menyelesaikan konflik-konflik perburuhan. Inilah masa suram perburuhan di Indonesia ketika berbagai protes buruh dihadapi secara represif. Pendekatan keamanan memang terbukti efektif untuk mengundang penanaman modal asing seiring dengan bergesernya tren modal dari negara-negara yang tinggi perlindungan buruh dan harga buruhnya ke negara-negara berburuh murah dan rendah perlindungan terhadap buruhnya. Masa ini menandai kejayaan Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang dibayar dengan lemahnya perlindungan terhadap buruh. Suatu catatan penting dalam era ini adalah pengendalian dan pelemahan buruh tidak dilakukan melalui perubahan undang-undang, akan tetapi melalui mekanisme intervensi militer dalam hubungan dan konflik perburuhan. Era mundur totalnya negara sebagai pelindung buruh terjadi pasca krisis. Paket 3 UU Perburuhan merupakan bukti nyata negara menempatkan posisinya sebagai pelayan modal dan tunduk terhadap persyaratan yang diajukan oleh modal. Dalam hal ini negara mengasumsikan bahwa posisi buruh kini setara dengan kekuatan modal sehingga negara mengurangi perannya secara signifikan dalam melindungi buruh. Tekanan modal terhadap pemerintah untuk mundur dari persoalan perburuhan memang sangat kuat karena dukungan langsung dari institusi perburuhan internasional dan dari pengamat-pengamat ekonomi propasarbebas. 

Bappenas sebagai representasi negara telah meneguhkan posisi negara yang lemah dalam menghadapi modal dan tidak punya jalan lain selain mengamini tuntutan modal
. Posisi yang ditunjukkan Bappenas juga memperlihatkan keengganan untuk memikirkan kemungkinan yang lebih bersifat ‘win-win solution’ bagi buruh dan modal, dan memilih jalan pintas berpihak pada modal.  Solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak antara lain dapat dilakukan dengan secara adil mempertimbangkan kepentingan buruh dan modal, menerapkan ‘law enforcement’ secara konsisten dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.       

Kedua, sebagai sebuah badan/institusi nasional, pendekatan dan kerangka makro adalah warna dominan yang digunakan. Tak ada keberatan terhadap aras pendekatan makro, akan tetapi pendekatan ini sering kali menyebabkan hilangnya dimensi realitas yang sesungguhnya dan cenderung memotret fakta secara sangat umum dan kurang komprehensif. Oleh karena itu, pemahaman yang muncul dari pendekatan makro sangat perlu dilengkapi dengan potret pendekatan mikro demi memperoleh pemahaman yang lebih seimbang dan lebih dekat dengan kenyataan. Pemahaman yang dimiliki penulis yang dikumpulkan melalui pendekatan mikro inilah yang menjadi dasar bagi bangunan argumen kontra terhadap perspektif Bappenas. 

Masalah ketiga adalah, secara umum kajian yang dilakukan Bappenas mengacu pada rumusan dan tujuan kebijakan, tetapi melupakan aspek monitoring dan implementasinya. Hal ini mengakibatkan, pada tingkat empirik, pemahaman terhadap situasi dan kesimpulan yang ditarik sangat perlu dipermasalahkan. Dua masalah (upah minimum dan kerja kontrak) akan digunakan untuk menjelaskan ihwal kesenjangan antara pendekatan makro dan mikro dan perbedaan perspektif dalam memahami atau menginterpretasi kebijakan perburuhan.  

Ketika kebijakan upah minimum dianggap sebagai sebuah kebijakan yang membahayakan karena mengalami kenaikan yang dianggap terlalu tinggi dan telah melebihi tujuannya sebagai jaring pengaman bagi kelompok pekerja marjinal di sektor modern, dan telah berpengaruh terhadap menurunnya keunggulan komparatif Indonesia di industri-industri padat karya, muncul beberapa pertanyaan seperti: mengapa, meskipun upah minimum naik dengan pesat, jumlahnya  selalu berada di bawah angka yang dibutuhkan untuk hidup layak, bahkan untuk hidup minimum? Upah minimum tahun 2003 pada akhir tahun tersebut secara resmi dinyatakan hanya mampu memenuhi 80% kebutuhan hidup minimum. Apabila upah dianggap sebagai harga tenaga kerja yang dialokasikan oleh buruh untuk mereproduksi kembali tenaganya, dalam kondisi besaran upah yang bahkan tidak mencukupi untuk  hidup secara minimum, mutu tenaga kerja seperti apakah yang digunakan oleh industri kita?  Mengapa keberatan terhadap upah minimum yang naik terlalu tinggi tetapi dalam struktur biaya produksi industri padat karya seperti tekstil, garmen, sepatu, komponen upah tenaga kerja tidak bergerak jauh di sekitar angka 10%, menjadi persoalan dan sasaran perubahan kebijakan sementara besarnya biaya siluman yang memakan 30% dari total biaya produksi tidak dipersoalkan dan tidak dicari jalan keluarnya? 

Mempersoalkan upah minimum yang naik  cukup tinggi dalam tahun-tahun terakhir, terutama di pusat-pusat industri utama di mana upah telah meningkat dalam kisaran antara 30 hingga 40 persen per tahun sejak 1999 (Bappenas, 2004:12) terlalu mengandung bias biaya perusahaan dan karena itu kurang obyektif karena tidak dibandingkan dengan kualitas hidup yang dapat diraih buruh dengan kenaikan sebesar itu. Pernyataan tersebut juga kurang akurat karena pada tahun 2002, 2003, dan 2004  kenaikan upah minimum di Jawa Barat misalnya, sebagai salah satu pusat industri utama, rata-rata hanya 15%. Argumentasi mengenai kenaikan upah minimum dan dampaknya terhadap peningkatan biaya produksi terjebak pada lingkup persoalan pemenuhan kebutuhan pokok untuk reproduksi fisik dan mengabaikan kebutuhan reproduksi sosial buruh/tenaga kerja. Jam kerja panjang dan lembur yang dijalani tidak memungkinkan buruh untuk menyisihkan waktu untuk melakukan kegiatan yang bersifat penambahan wawasan dan kemampuan berpikir yang sesungguhnya merupakan suatu proses untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Logika pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: apabila buruh memiliki cukup waktu di luar jam kerja untuk memahami secara lebih menyeluruh mengenai persoalan yang dihadapi serta factor-faktor  yang mempengaruhinya, mereka tidak mudah terpengaruh untuk melakukan aksi mogok atau demo, akan tetapi akan mampu lebih cerdas mengatasi persoalannya melalui argumentasi yang obyektif dan masuk akal di meja perundingan.    

Masalah lain tentang upah minimum ada di tingkat peraturan dan implementasinya. Persoalan dalam upah minimum sesungguhnya tidak tunggal dan kenaikan upah hanya salah satunya. Fakta lain yang sesungguhnya penting untuk dipertimbangkan adalah tersedianya mekanisme bagi pengusaha untuk meminta penangguhan pembayaran upah minimum. Pengalaman penelitian di tingkat mikro menunjukkan permintaan penangguhan lebih sering dikabulkan daripada ditolak. Di samping itu, dalam pelaksanaannya penerapan upah minimum juga banyak mengalami distorsi dan salah satu yang sangat  penting adalah penyamarataan upah.

Dalam kaitannya dengan proses penetapan upah minimum, temuan penelitian AKATIGA mengenai Dewan Pengupahan di 4 kabupaten dan 1 provinsi (Kabupaten Bandung, Cilacap, Gresik, Sidoarjo, dan Provinsi Jawa Barat)
 menunjukkan bahwa proses penetapan upah minimum tidak banyak berubah dari sisi prosedur dan mekanismenya. Pluralitas serikat buruh tidak dengan sendirinya mengubah komposisi kekuatan pihak-pihak yang terlibat dalam Dewan Pengupahan karena pada dasarnya Dewan Pengupahan hanya berfungsi membuat usulan besaran upah minimum tetapi kewenangan untuk menetapkan berada di tangan Gubernur. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kesimpulan kajian Bappenas  bahwa dalam konteks otonomi daerah proses penetapan upah minimum menjadi semakin rumit sehingga menyebabkan kenaikan upah yang cukup tinggi, perlu diperiksa kembali dengan berpijak pada mekanisme dasar penetapan Upah Minimum
. 

Dalam kajiannya, secara implisit Bappenas menunjuk bahwa Dewan Pengupahan yang terdiri atas wakil pemerintah, pengusaha, buruh, dan pihak independen sebagai perumus kenaikan upah minimum kurang memiliki kemampuan untuk menetapkan kenaikan upah minimum yang seimbang. Oleh karena itu, kemudian diusulkan untuk membentuk Komite Teknis Pengupahan untuk membantu kerja Dewan Pengupahan.   Gagasan pembentukan komite pengupahan teknis ini bukan memecahkan persoalan tetapi hanya menambah belanja negara. Langkah yang lebih efisien adalah mendorong Dewan Pengupahan untuk mengoptimalkan fungsinya. Upaya ini sekaligus mendorong agar para anggota Dewan Pengupahan di berbagai tingkat untuk bekerja secara lebih profesional  dan serius.

Dalam kaitannya dengan kerja kontrak dan pemborongan pekerjaan produksi dan jasa (outsourcing), kajian Bappenas menyatakan bahwa pembatasan untuk jenis pekerjaan maupun jangka waktunya akan menghambat kesempatan kerja . Alasannya, pembatasan tersebut mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam berproduksi. Pembatasan tersebut, dengan mengambil contoh di negara-negara maju, justru mendorong tumbuh pesatnya pekerja kontrak. Mengenai kerja kontrak dan outsourcing, ada argumentasi lain yang perlu dipertimbangkan. 

Dari perspektif restrukturisasi produksi dan reorganisasi kerja, kedua bentuk hubungan kerja ini mempunyai dampak yang merugikan buruh karena kesempatan kerja berkurang, hubungan buruh-majikan menjadi tersamar dan mutu kesempatan kerja menurun drastis. Restrukturisasi dan reorganisasi kerja hanya mempunyai satu tujuan yakni cara produksi yang paling efisien. Konsekuensinya, jumlah tenaga kerja berkurang dan demikian pula biaya tenaga kerja yang berupa upah dan jaminan-jaminan lainnya. Penelitian AKATIGA menunjukkan bahwa peluang hubungan kerja yang fleksibel ini telah menyuburkan praktik PHK masal di pabrik-pabrik padat karya untuk memecat buruh tetap dan menggantinya dengan buruh kontrak. Secara prinsip fleksibilitas produksi maupun pasar yang diintroduksi oleh modal lebih menguntungkan bagi modal karena syarat-syarat fleksibilitas yang setara tidak dimiliki oleh buruh. Dalam konsep fleksibilitas produksi dan pasar kerja  terkandung asumsi bahwa pengusaha dan buruh atau tenaga kerja memiliki kesetaraan peluang. Dalam konteks kelebihan tenaga kerja seperti Indonesia, asumsi tersebut tidak dapat digunakan. Sebuah indikator dapat ditunjukkan berkaitan dengan mutu tenaga kerja. Ketika secara obyektif diakui bahwa 95% tenaga kerja Indonesia kurang terampil dan 60% hanya berpendidikan SD ke bawah (Suara Pembaruan, 10 Desember 2003),  fakta ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa pekerja tidak mungkin dapat secara fleksibel berpindah dari satu pabrik ke pabrik lain, atau industri lain, atau sektor lain, atau daerah lain. Hal ini berarti, pekerja telah secara inheren tidak memiliki peluang yang sama dengan pengusaha. Apabila mengikuti logika definisi fleksibilitas pasar kerja
,  indikator tersebut tidak memungkinkan pasar kerja dapat beroperasi secara lancar sebagaimana yang diharapkan. 

Reorganisasi Kerja: Manifestasi Strategi Modal yang Menutup Kesempatan Kerja dan Kelangsungan Kerja

Restrukturisasi produksi dan reorganisasi kerja pada dasarnya merupakan inisiatif modal untuk menjaga motif utamanya beroperasi yakni efisiensi dan akumulasi keuntungan tetap tercapai dalam berbagai situasi perubahan dan dalam perjalanan abad. Dalam bukunya mengenai perkembangan kapitalisme, Michel Beaud menggambarkan bahwa sejak abad ke-16 hingga kini hal yang tidak pernah berubah adalah digunakannya logika kapitalisme seperti ditegaskan dalam kutipan ini ‘…forced surplus labor, realization of produced value and surplus value, enlarged capital leading to increased production, more commodities and more surplus value’ (2001:257). Di dalam memenuhi logika tersebut muncul logika lanjutannya yaitu melakukan pencarian pasar yang baru, proses yang baru, dan produksi yang baru tanpa henti (lihat Beaud, 2001). Logika tersebut memperlihatkan bahwa perubahan ekonomi politik, krisis, resesi di tingkat global hingga lokal selalu akan segera disesuaikan oleh gerak-gerik modal dan dalam hal ini modal memang sangat antisipatif terhadap perubahan. Dalam sejarah perkembangan kapitalisme, berbagai modus organisasi kerja diciptakan dengan memikirkan cara-cara dan proses kerja yang baru, mengadopsi proses kerja yang lama atau memodifikasikannya. Cara-cara dan proses kerja tersebut diterapkan sesuai dengan perkembangan situasi dan selalu dengan model yang semakin disempurnakan. 

Reorganisasi kerja yang kini menjadi trend atau kecenderungan yang mengarah pada fleksibilitas produksi menerapkan organsisasi kerja yang terdesentralisasi, penerapan cara produksi subkontrak, pemakaian tenaga kontrak dan outsourcing yang intinya adalah untuk menghapus hubungan buruh-majikan yang bersifat langsung, dan degradasi kerja yang berciri utama fragmentasi tenaga kerja melalui ‘…narrowly constituted jobs, deskilling and a use of direct control methods – whether through close supervision or structuring by technology’ (Pahl, 1988).  Strategi yang diterapkan dalam reorganisasi kerja tersebut sebenarnya merupakan adopsi cara kerja di abad-abad yang lalu.  Adopsi strategi tersebut digambarkan oleh Fergus Murray sebagai berikut:

‘Control that was once best achieved  through the concentration of 

production is now seen as better achieved through the deconcentration 

and dispersal. The putting-out system that existed in 18th century in England,

but was later destroyed by the introduction of the factory system in the 

19th century, is now being reintroduced at the end of 20th century
(1988)

Pendeknya, dalam reorganisasi kerja yang baru terkandung prinsip-prinsip kerja lama, terutama yang berkaitan dengan kontrol, efisiensi, dan nilai tambah yang diadopsi dan diperkenalkan kembali dengan berbagai penyesuaian.

Strategi modal yang menggunakan proses kerja dan produksi lama yang diperkenalkan dan digunakan kembali untuk tujuan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi pada dasarnya merupakan strategi untuk menggenjot surplus tenaga kerja. Cara-cara tersebut meliputi kerja borongan, kerja di rumah, sweat-shop system, subkontrak, Taylorism, Fordism, shift work. Penerapan cara-cara kerja tersebut bagi buruh berimplikasi pada jam kerja yang makin panjang, intensifikasi tenaga, diskualifikasi atau pembatalan kerja, degradasi kondisi kehidupan/kondisi kerja dan semua kombinasi yang mungkin dari implikasi tersebut (Beaud, 2001:218-220).   

Semua cara dan proses kerja tersebutlah yang sesungguhnya dilegalisasi melalui UU Perburuhan yang baru. Memperhatikan implikasi dari proses kerja sebagaimana disebutkan di atas, sulit untuk menyetujui bahwa UU Perburuhan terlalu melindungi buruh. Alih-alih melindungi, undang-undang tersebut justru membuat posisi buruh makin rentan khususnya apabila dikaitkan dengan kondisi kualitas buruh yang rendah, kelebihan penawaran tenaga kerja dan orientasi individualisasi hubungan kerja yang memudarkan solidaritas dan kolektivitas buruh.

Penerapan proses kerja di atas dan hubungan produksi serta hubungan perburuhan yang merupakan konsekuensinya pada tingkat empirik telah membawa dampak hilangnya kesempatan kerja, menurunnya jaminan kerja, berkurangnya kepastian dan keberlangsungan kerja, serta terbuangnya tenaga-tenaga produktif yang secara agregat bersifat sangat signifikan. Sejak UU Ketenagakerjaan diberlakukan, praktik penutupan pabrik dengan alasan bangkrut atau relokasi makin meluas. Praktik tersebut sebenarnya telah dijalankan sejak krisis melanda Indonesia tujuh tahun yang lalu. Studi dampak krisis terhadap industri padat karya di Jabotabek, Surabaya, Bandung, dan Makasar menunjukkan bagaimana perusahaan mengembangkan strategi melepas buruh lama dan menggantinya dengan buruh baru yang lebih muda dan itu berarti hilangnya pekerjaan di sektor formal bagi buruh berusia 30 tahun ke atas. Berbagai studi dampak krisis menunjukkan bahwa tenaga produktif yang terlempar ke luar dari sektor formal akan berusaha hidup di sektor informal.  Penerapan hubungan kerja kontrak dan pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa buruh telah menghilangkan kesempatan pekerjaan dan menghilangkan jaminan kerja serta mengaburkan sosok majikan dalam hubungan kerja di sector formal. Strategi fleksibilitas produksi tersebut  juga telah menciptakan sebuah situasi di mana karakter kerja di sektor formal yang dianggap lebih memberikan perlindungan terhadap buruh hilang dan memunculkan situasi bekerja di sektor formal dengan kondisi kerja sektor informal.

Di lapangan
, kesempatan yang diberikan oleh undang-undang untuk mempekerjakan buruh kontrak diterapkan dengan melakukan pemecatan masal atau mendorong buruh tetap mengajukan permintaan pengunduran diri masal untuk kemudian menggantinya dengan buruh kontrak; pola ini umum dilakukan. Setidaknya terdapat dua variasi yang menyangkut barisan buruh kontrak yang mengganti buruh tetap, yakni buruh tetap lama yang dipecat atau mengundurkan diri diperbolehkan melamar kembali sebagai buruh baru dengan pengalaman nol tahun dan berstatus kontrak yang bervariasi antara tiga bulan hingga dua tahun, dan merekrut buruh baru sama sekali dan tidak menerima buruh lama yang melamar kembali. PHK atau pengunduran diri masal dan status kerja kontrak tidak memberikan banyak pilihan bagi buruh kecuali harus patuh tanpa kesempatan merundingkan kondisi kerja atau mempersoalkan pemecatan dan status kontraknya dalam kondisi perlawanan yang tidak setara dan proses yang melelahkan dengan peluang tipis untuk menang. 

Asumsi Bappenas menyatakan bahwa pekerja kontrak dapat menjadi pembuka jalan untuk memasuki hubungan kerja yang lebih permanen di sektor modern. Kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya yaitu justru terhapusnya hubungan kerja permanen dan mendorong buruh memasuki hubungan kerja yang tidak tetap atau bahkan kehilangan pekerjaan sama sekali. Perspektif Bappenas terhadap hubungan kerja kontrak yang dianggap mampu menciptakan kesempatan kerja menimbulkan pertanyaan mengenai makna terciptanya kesempatan kerja. Apakah yang dimaksud adalah kesempatan kerja yang bagaimanapun pendeknya atau sementaranya dan bagaimanapun kondisinya? Apakah pendekatan asal bekerja di sektor formal (daripada di sektor informal) dan pendekatan kuantitatif yang diutamakan? Dimensi ini perlu dipertimbangkan lebih jauh mengingat  bahwa jaminan kerja dan jaminan sosial yang diperoleh buruh dalam hubungan kerja tetap ikut hilang seiring dengan berubahnya status hubungan kerja mereka dan negara juga tidak sanggup memberikan jaminan tersebut. Terdapat kecenderungan bahwa strategi efisiensi yang dikembangkan oleh modal dalam bentuk hubungan kerja kontrak membawa buruh hidup dalam tingkatan yang subsisten atau hidup dalam jebakan hutang serta eksploitasi diri di tengah arus deras konsumerisme yang juga diciptakan oleh modal. Temuan penelitian di kalangan buruh tekstil di Majalaya dan Surabaya dapat dijadikan ilustrasi. Buruh di Majalaya dengan penghasilan upah terbatas berani mengambil kredit barang-barang elektronik yang dijajakan langsung dari pintu ke pintu sementara buruh di Surabaya memilih mengorbankan hak cuti haidnya demi kerja lembur setiap hari yang akan memberikan penghasilan dua kali lipat dari upah minimum
.

Praktik hubungan kerja kontrak juga telah menghilangkan a) jaminan-jaminan kerja yang menjadi hak buruh karena dalam hubungan kerja itu buruh hanya berhak terhadap upah sebesar upah minimum yang berlaku dan b) menghilangkan kepastian kerja karena hingga detik terakhir buruh tidak tahu apakah pekerjaannya akan diperpanjang atau tidak. Di sisi lain praktik tersebut juga telah menimbulkan kepasrahan buruh untuk menerima apa pun kondisi kerjanya  karena persaingan yang makin tajam untuk memperoleh pekerjaan. Kepasrahan tersebut pada gilirannya berdampak pada eksistensi dan peran serikat buruh karena buruh  menyimpan kekhawatiran bahwa keterlibatannya/keanggotaannya dalam serikat dapat mengancam pekerjaannya. Hubungan kerja kontrak juga telah mempersulit serikat buruh untuk memobilisasi anggota selain karena alasan di atas, juga karena serikat buruh di Indonesia belum cukup tanggap terhadap dikembangkannya berbagai bentuk hubungan kerja nontradisional (yang berpusat di pabrik) oleh modal sehingga tampak gagap dalam menyikapi dan membangun strategi kontranya. Hal ini terbukti dengan sibuknya serikat buruh pada umumnya untuk menjadi organisasi penanganan kasus dengan sistem kerja seperti pemadam kebakaran dan bukannya mengembangkan strategi kerja yang antisipatif dan proaktif. Situasi ini tampaknya menjelaskan apa yang dimaksud oleh Peter Waterman ketika merumuskan bahwa ‘…the crisis lived by the unions would be beyond politics, ideology or any specific place in the world and at the same time it would be beyond the nature and shape of the unionist action’ (1999, Rodrigues, 2004) 

Pemborongan penyediaan jasa pekerja/buruh yang diatur dalam UU 13/2003 sebenarnya merupakan praktik lama yang dilegalkan. Di Indonesia, sejak tahun 1920-an pemborongan penyediaan jasa buruh sudah dilakukan oleh mandor-mandor di pelabuhan untuk merekrut buruh (lihat Razif, 2004; Supriyono, 2004; Ingleson, 2004). Pada prinsipnya, pemborongan penyediaan jasa buruh ini, seperti juga ditulis Ingleson, merupakan sebuah sistem yang cocok untuk majikan karena membuat mereka tidak berhadapan langsung dengan buruh (2004). Praktik ini menyebabkan buruh tidak mengetahui siapa sebenarnya majikan mereka dan mengaburkan pihak mana yang dapat diajak duduk di meja perundingan.  Dalam situasi ini perusahaan yang menyerahkan pemborongan penyediaan buruh bisa membebaskan diri dari kewajiban terhadap buruh dan menyerahkannya kepada pihak yang diberikan pekerjaan pemborongan, serta memperoleh kemudahan luar biasa dalam melaksanakan produksinya karena tidak harus berhadapan dengan buruh beserta tuntutan-tuntutannya.  Berbagai penelitian juga menemukan cara perekrutan buruh yang serupa yang dilakukan oleh mandor, buruh senior, tokoh masyarakat, elite pemerintahan lokal, pengurus serikat, atas permintaan perusahaan dengan imbalan sejumlah rupiah tertentu per buruh (Saptari, 1996, Tjandraningsih, 2002, Arifin & Setia, 2004). Model perekrutan tak langsung ini juga membawa manfaat dialihkannya pengendalian dan kontrol terhadap buruh dari perusahaan kepada pihak perekrut.   

Pembahasan mengenai bentuk hubungan kerja dan model perekrutan buruh sebagaimana yang telah diuraikan setidaknya telah menunjukkan dampak dari, dan  potensi pelanggaran atau interpretasi bebas terhadap, undang-undang yang mengaturnya yang cenderung merugikan buruh. Bahasan ini dimaksudkan untuk menjadi penyeimbang dalam menyikapi kebijakan perburuhan dan mendorong penginterpretasian terhadap kebijakan tersebut agar lebih mempertimbangkan konteks nasional maupun lokal untuk mendapatkan hasil interpretasi yang lebih dekat dengan kenyataan. Maksud lain yang terutama dari tulisan ini adalah memasukkan kembali agenda perlindungan buruh sebagai prioritas dalam kebijakan pemerintah di tengah situasi kekuatan modal yang makin jauh dari seimbang untuk dihadapi buruh secara sendirian dan untuk mewujudkan tanggungjawab perlindungan negara kepada warganya. 

Kesimpulan dan Catatan untuk Pemikiran Lanjutan

Kecenderungan restrukturisasi produksi global dalam kerangka cara produksi kapitalis yang dilicinkan jalannya di Indonesia melalui paket undang-undang perburuhan jelas harus disikapi secara lebih kritis karena memiliki dampak yang mengkhawatirkan dalam menghilangkan kesempatan kerja yang berperlindungan dan memberikan kehidupan yang layak, serta menyebabkan degradasi kerja. Sebagaimana diketahui, restrukturisasi produksi  di tingkat global berlangsung seiring dengan (atau menciptakan) pembagian kerja internasional yang membagi negara dalam status inti  dan pinggiran (core & periphery). Dalam pembagian kerja tersebut,  Indonesia adalah negara yang diposisikan sebagai negara pinggiran yang diberi fungsi sebagai pusat industri baru yang sekaligus penyedia bahan baku dan tenaga kerja murah. Pada saat yang sama Indonesia juga diperhitungkan sebagai sebuah pasar yang sangat besar untuk menjual produk-produk impor mahal yang secara ironis dibuat dengan biaya yang sangat murah yang dihasilkan juga di Indonesia. Sebagai negara pinggiran Indonesia memang hanya mampu menjual bahan baku dan tenaga murah untuk menarik investasi asing maupun domestik yang sangat mudah memindahkan pekerjaan ke segala penjuru dunia, dan harus mematuhi aturan main yang ditetapkan oleh modal yang menjamin fleksibilitas produksi dan proses kerja. Kepatuhan tersebut terwujud dalam paket undang-undang perburuhan yang baru yang penyusunannya difasilitasi oleh lembaga perburuhan dan keuangan  internasional.

Gejala fleksibilitas modal tidak hanya dialami Indonesia, akan tetapi merupakan gejala umum di seluruh dunia. Konsekuensi dari restrukturisasi dan reorganisasi kerja berupa turunnya upah, berkurangnya jaminan sosial dan meningkatnya ketidakamanan kerja juga melanda negara-negara pusat atau core countries. Majalah Newsweek edisi minggu ke-3 Agustus 2004 menurunkan laporan utama yang menggambarkan bagaimana buruh di negara-negara maju seperti AS dan Jerman terimbas dampak restrukturisasi produksi global tersebut dan menyebabkan mereka harus bekerja lebih keras untuk upah yang lebih kecil dan jaminan kerja yang makin hilang. Situasi yang terjadi dalam skala global tersebut menunjukkan betapa seriusnya dampak negatif strategi modal terhadap buruh. Situasi tersebut juga menunjukkan tingginya kerentanan buruh di Indonesia mengingat buruh di negara-negara maju yang kualitasnya secara umum lebih tinggi juga menanggung konsekuensi negatif restrukturisasi produksi.

Selain menghilangkan kesempatan kerja, gejala global tersebut juga secara sistematis dan pasti telah berhasil mengalahkan buruh karena tidak memungkinkan buruh untuk menghindari aturan main modal agar tetap dapat bekerja. Pada saat yang sama serikat buruh juga dibuat tidak berdaya menghadapi individualisasi hubungan kerja melalui putting out system atau subkontrak yang menyebabkan tersamarnya hubungan buruh-majikan , membuat buruh tidak merasa sebagai buruh, menghilangnya solidaritas, dan membuat basis pengorganisasian menjadi tersebar. Dengan kata lain, konsekuensi serius dari restrukturisasi organisasi produksi bagi buruh adalah menghilangkan ‘musuh bersama’ yang pada saat yang sama menghilangkan motivasi untuk bersatu.

Di tingkat lokal wujud reorganisasi kerja justru menciptakan banyak ‘musuh’ baru bagi buruh ketika modal mengalihkan sebagian proses kerja dan kontrol kepada lingkungan sekitar dalam hal ini kepada tokoh masyarakat, aparat pemerintah lokal, preman, dan tokoh serikat buruh. Dalam beberapa situasi, strategi produksi dan proses kerja bahkan mampu menempatkan buruh menjadi musuh masyarakat ketika buruh berupaya menuntut hak-haknya kepada perusahaan.

Dampak yang berdimensi gender, meskipun tidak dibahas dalam tulisan ini, sudah pasti muncul. Reorganisasi produksi di satu sisi membuka peluang kerja untuk perempuan muda dan lajang tetapi pada saat yang sama menutup kesempatan kerja bagi perempuan dan laki-laki dewasa yang harus menanggung keluarga. Berkurang atau hilangnya penghasilan bagi kelompok ini berarti meningkatnya beban kerja dan berkurangnya kesejahteraan mereka. Konsekuensinya, keluarga buruh yang tergusur dari pabrik harus mengerahkan anak-anak untuk segera terjun ke dunia kerja dan dalam banyak kasus anak perempuan, juga laki-laki, akan memasuki peluang kerja yang makin eksploitatif dan miskin perlindungan serta rentan terhadap pelecehan dan kekerasan. Dampak spesifik hilangnya kesempatan kerja di pabrik bagi perempuan tidak hanya menyentuh aspek kegiatan kerja, tetapi juga merambah ke arena domestik yang secara traditional dianggap sebagai tanggungjawab perempuan. Beban bertambah ketika perempuan harus menyiasati penghasilan yang makin berkurang atau hilang agar kesejahteraan atau kelangsungan hidup anggota rumah tangga dapat tetap terjamin.      

Semua dampak tersebut sangat perlu untuk dipahami lebih jauh. Penelitian-penelitian mendalam mengenai proses penghilangan kesempatan kerja akibat reorganisasi kerja di sektor dan wilayah yang berbeda harus dilakukan untuk memahami seluk-beluk dan mekanisme kerja modal. Dampak-dampak tersebut juga sangat penting untuk dipahami oleh serikat buruh karena itulah tantangan besar yang harus dihadapi yang tentu tidak cukup untuk disikapi secara business as usual sebab situasinya benar-benar sangat tidak biasa. Dalam hal ini bagi serikat buruh berlaku sebuah hukum: inovasi atau mati! 
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